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ABSTRAR

Awbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan
wmum yamg didasarkan pada perjaniian arbitrase (klausula arbitrase ) vang dibuat
secara lewiulis baik sebelum terjadinya sengketa mawvpun sesudah terjadinya
sengketa olch para pihak yang bersengketa, yang timbul dalam hubungan
perdagangan, industrial, perburuhan, kewangan. jasa, dan lain-lain. Baik yang
bersifat masional maupun internasional, vang putusannyva bersifat potusan akhir
dan memzikat (final and hinding). Pada penulisan skripsi ini penulis membahas
beberapa  permasalahan yaitu kriteria seogketa dalam  perburuhanhubungan
inclustrial . peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
dan proses penyelesaian perselisiban perburuhanhubungan industrial dilihat dari
Undang-Unclang Nomor 30 Tahun 1999 Metode  yang  digunakan  dalam
penafsitam ini adalah metode pendekatan yuridis pormatif, Dari hasil penelitian
diperolel kesimpulan bahwa Kriteria perselisihan hubungan industrial adalah
perselisitan mengenai hak, perselisiban kepentingan, perselisiban pemulosan
hubungam kerja (PHKD), dan perselisihan antar serikal pekerja’serikal buruh dalam
suatu perusahaan. Peran dan Arbatrase (BANIT) dapat dikategonkan menjadi
beberapa snacam:Peran BANI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa
vaitu sebmgai pihak ketiga (pihak netral) yang ditunjuk para pihak sebagai juru
pemisah. Peran BANI bapi penyelesaian sengketa bisnis jalah sebagai forum
menyelesaikan sengketa yang masuk ke BANIL Peran BANI bagi pengusahs dan
pelaku bisnis yaite memberikan kemudahan bagl mereka dalam mencari solasi
dari konfllik bisnis vang terjadi. Peran BANI bagi Pengadilan Negeri ialah
menguramgi tumpukan perkara di pengadilan, Dalam menjalankan tugasnya
BAMNI berfungsi sebagal "Organizing Body” ataw scbapal fasilitator, Pada
dasarnya proses pemeriksaan arbitrase tidak akan jauh berbeda dengan jalannya
proses pemneriksaan perkara dalam pransts peradilan pada umumnya. Tata cara
penvelesiian perselisihan hubungan indusinial oleh arbiter harus diawali dengan
upavy meendamaikan kedua belah pihak vang berselisihapabila para pihak
berhasil Berdamai, arbiter atau maghs arbiler wajib membuat akte perdamaian
vang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan para arbiter, akte
perdamanan  tersebut  didaftarkan  dipengadilan bubungan  induostrial  pada
pengadilam negeri diwilayah arbiter mengadakan perdamaian, apabila upaya
perdamaian gagal, arbiter atau majlis arbitrase meneruskan sidang arbitrase.



BAR1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

" Dalam era glohalisasi sekarang ini, ciri perekonomian vang paling
menonjol adalah seeba cepat yang mendorong manusia memasuki apa vang di
maksud: Free Market, dan Free Competition, Dalam keadaan vang demikian,
dari ratusan transsksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadi
perselisihan /konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula.

Berkaitan dengan itu, dalam Proses atau cara penvelesaian sengkets
bisnis vang saat ini populer adalah arbitrase. Istilah arbitrase herasal dari koia
abitrare (bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu
menurut  kebijaksanaan),  Selanjutnva  jika dengan  keberadsan  badan
penyelesaian sengketa seperti abitrase dapat menimbulkan kesan seclah-alah
seorang abiter atau suatu majelis abitrase dalam menvelesaikan suaty
sengketa tersebut henya pada kebijaksanaan, Kesan tersebut keliru karena
abiter atay majelis tersebut jugs menerapkan hukum seperti yang dilakukan
oleh hakim atau pengadilan.’

Proses atau taln cars penyelesaian sengketa melalui  abitrase
sebapaimana dimaksudken diatas, dalam prakteknva sudah lama dikenal di
l.ndnnesia bahkan sebelum kemerdekaanpun penyclesaian sengketa lewat
arbitrase ini sudah ada atau dikenal, misalnys dalam bidang perburuhan

dikenal penyelesaian perselisihan perburuhan lewst arhitrase. Salah satu

" H. Sudiarte, SHMH dag Zaini Asyhadie, Mengenal Arbilrase, (Jakara ; PT. Raja
iravindo Persadn, 2004) hal, 27,



Lietentuan vang merepakan sumber hukum dilaksanakannva srbitrase sebalum
adanva wndang-undeng nomor 30 tahun 1999 {entane arbitrase dan alterntif
penveleszian  sengheta vane  berlabu dibidang  senchketa bisnis . adslah
ketenmuan vane distur dalam pasal 337 Reglement Tndonesia  yone
diperhaharni (Het Hereignen Indonesisich Reglement, Staashiad 1941 44y
atau pasal 703 Replement acare untek deerh luse jaws dan maduea
(Hechtsteglement Buitengewesten, Staatsblad 1927; 2271 Pengaturan tentang
kelembagannya diatur datam pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement
dcard pordata |Kegiemoent op 4¢ Mechisvordenng, Staatblad 153/:32 b bag
semua polongan penduduk hindia belanda. Dengan divndangkannya LU No
Al ranun 99y SeIUILn Ketentuan tersebut 1idak beriaku.

Arbatritse  MoTUpAkan  penyclesiion  songkctd diluar pengadiin
nerdasarkan Kescpakatan para pihak vang dilakukon oleh prhak kotiga WalrLg
disebul arbiter dan para pihak menyatakan akan menasti putusan vang
diambil oleh prbiter, UL Mo, 30 tanue 1999 memberikan defemisi arbitrase
adalah care penyelesainan sualu perkara pecdata diluar peradilan wiom yeng
didlasarkan atas snahe perjanjian arbitrase vang dibuat secarn tertulis sleh para
pihak yany bersengketa {(pasal 1 angka 1) Maka penvelesainon melalod
arbitrase disebut (kontrakiual prosest vaim perjaniisn perdata vang dibuat
berdasarkan kesepakatan para pihak ontuk menvelesaikan senpkets mercks
vane dinutuskan oleh oihak ketica vane dischut arbiter vane dituniuk secara

bersama-sama oleh pars nihak vane berensketa,



Sebagai LIS }'anglhtr.-cifat khusus, UU Mo 2 tahun 2004 tenang
venvelesaian sencketa dibidane hubucesn industriel memberiken peneertian
arbitrese hubungan industrial yang selanjumya disebui arbitrase adelah
penyelesaian suaty perselisihan kepentingan, dan perselisilian antarserikat
pekerja‘serikat burub hamya dalam satuw perusahasn, diluar pengadilan
perselisthan huhungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak
vang berselisih untuk menverahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter
yang putusennye mengikat para pihak dan bersift final ( pasal 1 angka [5).
sedanghkan arbiter hubengan industral yang selanmjutnya disebul arbifer
adalah segrang alau lebih vang dipilih oleh para pihak vang berselisih dari
daftar arbiter yang ditetapkan oleh memeri untuk memberikan putesan
mengenadi perselisihan kepentingan, dan persclisihan antar serikal pekerja
afau  semkal buruh hanya  dalam satu perusahaan yang  diserahkan
penyvelesaiannya melaloi arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan
bersitat tinal [ pasal | angka 16 ).

Selain itw lingkup perselesiban yang dapal ditangani aleh arbiter
dibatasi  pada  perselisihan - kepentingan r_lun-pl;ry,:ligihan anlar  serikast
pekerja’senkal buruh hanya dalam satu perusahasn, tidak jelas alossnnva
padahal unmuk dapat ditetapkan sebagai arbiter harus memenuhi syarat
menguasal peraturan perundane-undancan i bidane keienazakeriaan vana
dibuktikan dengan sertifikar ataw hukti kelulusan telsh mensikuti wijan
arbitrase dan memiliki vensalamen di bidane hubunean industrial sekurane-

kurangnya 5 (lima tahun).



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
Dari uraian diatas maka penulis dapal menarik kesimpulan untara lain
sebapal benkut:

1. Knteria persclisihan hubungan industrial adalah perselisihan menpgenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan permutusan hubungan kerja
{PHRK), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suaty
perusahaan.

Z. Peran dari Arbitrase (BANI) dapal dikawegorikon menjadi - beberapa
macam: Peran BAN] sebagai salah satu alternatit penyvelesaian sengkets
vaitu sebagai pihak ketiga {pihak newal) vang ditunjuk para pihek sebagai
juru pemisah. Peran BANI bapi penyvelesaian sengketn bisnis ialah
sebagat forum menyelesaikan sengketa yang masuk ke BANL Peran
BANT bagi pengusabe dan pelaku bisnis yaitn memberikan kemudahan
bagi mereka dalam mencari solusi dari konflik bisnis vang teadi. Peran
BANID bagi Pengadilan Negeri ialah mengurangi wumpukan perkara di
pengadilan,  Dalam  menjalankan tugasnya BANI berfunpsi  sebagai
“Chrganizing Body " ataw schasai (asilitator,

1. Pada dasarnya proses pemerikssan arbitrase tidal akan jauh berbeda
dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan

pada umumnya. Tala cara penvelessian perselisiban bubungan industrial



oleh arbiter harus diawali dengan upava mendamaikan kedua belah pihak
vang berselisih, apabila para pihak berhasil berdamai. arbiter atau majlis
arbiter wajib membuat akte perdamaian vang ditandatangani oleh peLra
pihak  yang berselisih dan para arbiter, akte perdamaian tersebur
didaftarkan dipengadilan hubungan industrial padu pengadilan negert
diwilayah arbiter mengadakan perdamaian, apabila upaya perdamaian

gagal, arbiter atau majlis arbitrase mencruskan sidang arbitrase,

B. Saran-Saran

Dalam rangka meningkatkan peran  arbitrase  dalam penyelesaian

perselisthan hubungan industrial‘hubungan perburuban, Maka dising penulis

mengemukakan beberapa pendapat atau seran-saran schagai berikut:

1.

I

penyelesaian perselisinan vang terbaik adalah penvelessian oleh pari
pihak yang berselisih sccara musyawarsh mufakal tampa kot campur
pihak lain, schinzga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedus
helah pihak.  Selain iw, musyawarah  dapat  menekan biaya serta
menghemat wakiu, Apabila ak mencapai 1111usy.'nwanml'| mufakal maka
dapat minta tolong pikak ketipa untuk menvelesalkannya vaitu salah
satunya melalul arbitrase,

penyelesaian melalui arbiter harus dilakuban melalui kesepakatan teriulis

dari para pibak vang bersclisih  untuk menyerahkan  penvelesgian

maka hendaklah pengadilan menolak set]q]:r Eﬂk?“l Wahﬁ' J‘Iﬂjul:.an
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